
 
BUPATI BLORA 

 
PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR   29  TAHUN 2015..... 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA  

NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DESADI KABUPATEN BLORA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BLORA, 

 
Menimbang : 

 
 
 

 
 

 

a. bahwa agar pengelolaan keuangan Desa berjalan efektif 

dan efisien maka, Peraturan Bupati Blora Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan 
Desa Di Kabupaten Blora, perlu diubah dan 

disesuaikan; 

b. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Blora Nomor8Tahun 2015 
tentangPedoman Pengelolaan  Keuangan Desa Di 

Kabupaten Blora; 

Mengingat 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

1. Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah  

2. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578 );  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daeraah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 );  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5694); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 



 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Blora Nomor 3 ); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Blora Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora 
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Blora Nomor 3) 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8 TAHUN 2015 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESADI KABUPATEN BLORA. 
   

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 
8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan 

Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora 
Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Blora. 

4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang 
membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan. 

 

 



5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah 

Kabupaten Blora. 

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 

adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.  

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa. 

13. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

14. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih. 

15. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 



16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 

dibahas dan disepakati bersama BPD. 

17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari 
masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri 

mengadakan usaha kearah pemenuhan yang dapat 
dirasakan dalam kelompok masyarakat tertentu. 

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain  yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan desa. 

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang 
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur 
perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana 

kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun. 

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya 
disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM 

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

23. Dokumen Pelaksanaan APBDesa yang selanjutnya 
disebut DPA adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

oleh Kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa. 

24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah desa. 

25. Pedoman penyusunan APBDesa adalah pokok – 
pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi 

pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan 
dan penetapan APBDesa. 

 

 
 

 
 



2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal7 

 

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan 
Keuangan. 

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: menerima, menyimpan, 
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 
desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam 
rangka pelaksanaan APBDesa 

 
3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal24 

 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam 
rangka pelaksanaan kewenangan desa 
dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan 
perbankan di wilayahnya maka pengaturannya 
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. 

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

 

 
4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 32 

 
Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur 
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

5. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana  Lampiran dan merupakan bagian tak 
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

     
 

 
 
 

 
 



.. 

PasalII 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 
 

 
 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal1 Juli 2015 
 
 

BUPATI BLORA, 
 

 
Cap. ttd 

 
DJOKO NUGROHO 

 
 
Diundangkan di Blora 

pada tanggal  1 Juli 2015 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BLORA 
KEPALA DINAS KEHUTANAN, 
 

   Cap. ttd 
 

SUTIKNO SLAMET 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR29 

 
Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 
 
 
 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 

NIP. 19610103 198608 1 001 
 


